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BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 030601/91000/HK.500/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

DI BPS PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT,

1.

10.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud
dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik
kepada masyarakat pengguna data secara luas;

Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan
penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta
pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan profesional;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3683);

Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor
25 tahun 2009;

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 mengatur tentang Pembangunan Zona Integritas Menuiju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik;

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 121 tahun 2001 tentang
organisasi dan tatakerja perwakilan BPS di daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017;

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Standar
Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat
Statistik
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Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat tentang Penetapan
Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di BPS Provinsi Papua Barat.

Standar Pelayanan publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam
lampiran Surat Keputusan ini.

Maklumat Pelayanan Publik BPS Provinsi Papua Barat adalah: ‘Dengan Ini
Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang
Telah ditetapkan Serta Siap Menerima Sanksi Untuk Setiap Pengaduan Yang Tidak
Ditindaklanjuti Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku.”

Lampiran surat keputuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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